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Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi kebijakan
pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat. Dalam
konteks pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, pemahaman yang
mendalam tentang bagaimana kebijakan disampaikan dan diterima oleh masyarakat
sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan
analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
komunikasi kebijakan bergantung pada kejelasan pesan, keterlibatan masyarakat, dan
kesesuaian kebijakan dengan norma serta kearifan lokal. Masyarakat yang terlibat
dalam proses sosialisasi dan mendapatkan informasi yang jelas cenderung
menunjukkan respon positif dan beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan.
Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap kebijakan dapat muncul
ketika masyarakat merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan
mereka. Tulisan ini merekomendasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih
inklusif, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan memperhatikan konteks lokal
dalam penyampaian pesan kebijakan.

Change;

Abstract:

This study aims to analyze the relationship between government policy communication
and behavioral changes among coastal communities in West Lombok. Within the context
of sustainable coastal resource management, a comprehensive understanding of how
policies are conveyed and received by the community is crucial. The research employs a
qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews,
observations, and policy document analysis. The findings indicate that the effectiveness
of policy communication depends on message clarity, community engagement, and the
alignment of policies with local norms and wisdom. Communities involved in the
dissemination process and provided with clear information tend to respond positively
and adapt to implemented policies. Conversely, a lack of understanding and resistance
to policies may arise when communities feel that such policies do not consider their
interests. This paper recommends the adoption of a more inclusive communication
approach, involving community leaders and taking into account local contexts in policy
message delivery.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.
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Pendahuluan

Komunikasi kebijakan memainkan peran penting dalam proses
penyebaran informasi dan pemahaman kebijakan publik kepada
masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat
menyampaikan tujuan, manfaat, serta dampak kebijakan kepada
masyarakat, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku yang sesuai
dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan (Lusnita, 2019). Hal ini
terutama penting di daerah pesisir, seperti Lombok Barat, di mana
masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam laut untuk
kelangsungan hidup mereka. Dengan adanya perubahan iklim, degradasi
lingkungan, dan meningkatnya tekanan ekonomi, kebijakan yang
diterapkan di wilayah pesisir sering kali bertujuan untuk melindungi
ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
(Fatmasari, 2016).

Di Lombok Barat, berbagai kebijakan terkait konservasi lingkungan,
penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam
telah diperkenalkan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan-
kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut
dikomunikasikan kepada masyarakat pesisir (Achmad, 2022). Perubahan
perilaku masyarakat, seperti beralih dari metode penangkapan ikan yang
merusak lingkungan ke metode yang lebih ramah lingkungan, hanya dapat
tercapai melalui pemahaman yang baik dan dukungan penuh dari
masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk
mengeksplorasi bagaimana komunikasi kebijakan dapat mempengaruhi
perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat (Sabarisman,
2017).

Komunikasi kebijakan merupakan komponen krusial dalam proses
implementasi kebijakan publik, khususnya di lingkungan masyarakat yang
beragam, seperti masyarakat pesisir (Situmeang, 2014). Kebijakan yang
diterapkan tanpa strategi komunikasi yang efektif sering kali mengalami
kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena kurangnya pemahaman
dan dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran. Di sinilah
pentingnya komunikasi kebijakan yang tepat, yakni upaya untuk
menjembatani niat baik pembuat kebijakan dengan perilaku dan sikap
masyarakat yang diharapkan akan berubah sebagai dampak dari kebijakan
tersebut (Setyarahajoe, 2013).

Masyarakat pesisir, yang hidup berdampingan langsung dengan
sumber daya alam laut, menghadapi berbagai tantangan terkait perubahan
lingkungan, ekonomi, dan sosial (Lomboan & Ruru, 2021). Banyak
kebijakan yang diperkenalkan pemerintah di wilayah pesisir bertujuan
untuk melindungi sumber daya laut, mengurangi degradasi lingkungan,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan. Namun, tanpa adanya komunikasi yang efektif,
kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak mendapatkan dukungan
penuh atau bahkan ditolak oleh masyarakat, terutama jika kebijakan itu
dianggap mengganggu pola hidup atau kegiatan ekonomi mereka yang
sudah berlangsung lama (Wahyudin, 2003).
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Dalam konteks ini, perubahan perilaku masyarakat pesisir menjadi
tujuan penting dari kebijakan yang diterapkan. Perubahan yang dimaksud
bisa mencakup adaptasi terhadap praktik-praktik ramah lingkungan,
seperti beralih dari metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem ke
teknik yang lebih berkelanjutan, atau perubahan dalam cara pengelolaan
sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian (Syaipudin, 2020). Agar
perubahan tersebut dapat terjadi, masyarakat perlu memahami dengan
baik manfaat kebijakan tersebut, baik bagi lingkungan maupun
kesejahteraan mereka di masa mendatang. Di sinilah peran komunikasi
kebijakan menjadi sangat penting (Arif, 2020).

Namun, tantangan utama dalam menyampaikan kebijakan kepada
masyarakat pesisir adalah beragamnya tingkat pendidikan, akses terhadap
informasi, serta adanya kearifan lokal yang telah mengakar kuat (Nurrohim
& Anatan, 2009). Komunikasi kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan
metode satu arah atau formal, tetapi perlu melibatkan dialog partisipatif
yang mengakomodasi kebutuhan, pandangan, dan pengalaman masyarakat
setempat. Pendekatan yang inklusif ini akan membantu menciptakan rasa
memiliki terhadap kebijakan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima
dan melaksanakan kebijakan tersebut (Mani & Guntoro & Prajarto, 2016).

Selain itu, masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial-budaya
yang unik, yang mempengaruhi cara mereka menerima dan merespons
kebijakan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap
informasi, dan keterikatan budaya dengan lingkungan laut berperan dalam
proses adaptasi terhadap kebijakan baru. Oleh karena itu, pendekatan
komunikasi yang digunakan harus mempertimbangkan kearifan lokal serta
kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi kebijakan (Lubis,
2014). Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana
masyarakat diajak untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan
keputusan, diharapkan dapat tercipta rasa memiliki terhadap kebijakan
tersebut, yang pada gilirannya mendorong perubahan perilaku yang lebih
positif dan berkelanjutan (Farida & Andalas, 2019).

Dalam studi kasus di Lombok Barat, salah satu tantangan utama
adalah menjaga keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan pesisir
dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang
bersifat top-down sering kali menghadapi resistensi karena dianggap tidak
sesuai dengan kebutuhan atau realitas kehidupan masyarakat setempat.
Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang mampu menjembatani
kepentingan pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diperlukan.
Komunikasi yang bersifat dua arah, di mana pemerintah tidak hanya
menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan
masyarakat, merupakan kunci untuk memastikan kebijakan dapat
diimplementasikan dengan baik.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami secara mendalam bagaimana proses komunikasi kebijakan
mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat.
Studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena dalam konteks yang
nyata dan spesifik, yaitu penerapan kebijakan pemerintah yang berkaitan
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dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan dampaknya terhadap perilaku
masyarakat setempat (Jessen, 2014).

Adapun lokasi penelitian tulisan ini dilakukan di wilayah pesisir
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dipilih karena
memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang relevan dengan
tujuan penelitian, serta karena adanya penerapan berbagai kebijakan
terkait pelestarian lingkungan pesisir, pengelolaan sumber daya laut, dan
perikanan yang berkelanjutan.

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yakni—
masyarakat pesisir Lombok Barat, yang meliputi para nelayan, petani
tambak, serta warga yang berinteraksi langsung dengan ekosistem laut.
Pihak pemerintah, yang terdiri dari pejabat pemerintahan lokal, seperti
Dinas Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait yang bertanggung
jawab atas penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
wawancara mendalam (in-depth interview), wawancara akan dilakukan
dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat pesisir, pejabat
pemerintah, serta tokoh masyarakat. Pertanyaan wawancara akan
difokuskan pada bagaimana kebijakan disampaikan, bagaimana
masyarakat memahaminya, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap
perilaku sehari-hari. Observasi partisipatif——peneliti akan melakukan
pengamatan langsung di lapangan untuk melihat bagaimana interaksi
antara masyarakat pesisir dengan lingkungan sekitar serta bagaimana
perubahan perilaku terjadi setelah kebijakan diterapkan. Pengamatan ini
juga akan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang
dihadapi masyarakat dalam merespons kebijakan. Dokumentasi—data
kebijakan dan dokumen resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya pesisir akan dikumpulkan. Ini termasuk
dokumen peraturan, laporan implementasi kebijakan, serta hasil-hasil
sosialisasi kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Focus
Group Discussion (FGD)—diskusi kelompok terfokus akan dilakukan dengan
masyarakat pesisir untuk mengumpulkan pandangan kolektif tentang
kebijakan dan efeknya terhadap kehidupan mereka. FGD ini juga
diharapkan dapat menggali perbedaan pendapat serta aspirasi masyarakat
terkait kebijakan yang diterapkan (Fetters, 2013).

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah
analisis data meliputi: pengumpulan data. Data yang diperoleh dari
berbagai sumber akan dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan tema-
tema utama, seperti komunikasi kebijakan, penerimaan masyarakat, dan
perubahan perilaku. Pengodean (Coding), data yang telah dikumpulkan
akan diberi kode berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan
pertanyaan penelitian. Kode ini akan membantu dalam mengidentifikasi
pola dan hubungan antar variabel. Penyajian data, yang mana data setelah
dianalisis akan disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan
proses komunikasi kebijakan dan perubahan perilaku yang terjadi di
masyarakat pesisir. Penarikan kesimpulan dan verifikasi—setelah data
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disajikan, kesimpulan sementara akan ditarik. Proses ini akan dilanjutkan
dengan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data untuk memastikan
validitas temuan (Deng, 2013).

Pembahasan
Komunikasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Perubahan
Perilaku Masyarakat Pesisir di Lombok Barat

Komunikasi kebijakan pemerintah berperan penting dalam mendorong
perubahan perilaku masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang sangat
bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan sekitar (Muhawarman
& Ayuningtyas, 2017). Di Lombok Barat, kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir, seperti konservasi laut,
pengelolaan perikanan, dan perlindungan ekosistem pesisir, ditujukan
untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat
bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada
masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponsnya (Deisi, 2014).

Pemerintah daerah Lombok Barat, melalui dinas-dinas terkait seperti
Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup, seringkali
menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kebijakan
kepada masyarakat pesisir (Agustina, 2018). Proses komunikasi kebijakan
biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (a) Sosialisasi
kebijakan--pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai
saluran, seperti rapat desa, forum-forum resmi, penyuluhan lapangan, dan
menggunakan media lokal seperti radio atau brosur. Sosialisasi ini
bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat pada kebijakan baru yang
akan diterapkan serta alasan di balik kebijakan tersebut. (b) Partisipasi
masyarakat--komunikasi kebijakan yang efektif seharusnya melibatkan
partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Di Lombok Barat, kebijakan
yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan lingkungan sering kali
melibatkan komunitas nelayan, tokoh adat, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam diskusi kebijakan. Partisipasi ini penting untuk memastikan
kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. (c)
Penyuluhan dan edukasi--selain sosialisasi awal, pemerintah juga
melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, terutama
mengenai teknik-teknik ramah lingkungan dalam menangkap ikan atau
mengelola tambak. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan praktis kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat
menerapkan kebijakan tanpa harus merugikan sumber daya alam di
sekitarnya (Alwafi, 2024).

Adapun komunikasi kebijakan di Lombok Barat dapat berhasil
mendorong perubahan perilaku masyarakat pesisir karena menggunakan
strategi komunikasi yang memperhatikan karakteristik lokal dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang dapat
diterapkan adalah: (a) Pendekatan partisipatif, yang terkait dengan
kebijakan yang efektif sebaiknya melibatkan masyarakat dalam proses
perumusan dan implementasinya (Rusmiarti, 2015). Pendekatan partisipatif
dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam diskusi kebijakan,
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mendengarkan masukan dari masyarakat pesisir mengenai kondisi
lingkungan dan sosial-ekonomi mereka, serta memastikan kebijakan yang
dibuat sesuai dengan realitas lokal. (b) Penggunaan bahasa dan media
lokal, yang mana komunikasi kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat
pemahaman masyarakat. Menggunakan bahasa lokal atau media yang
akrab dengan masyarakat, seperti platform digital atau pertemuan langsung
di desa, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
yang disampaikan. (c) Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal,
tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan tokoh agama memiliki peran
penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan.
Dengan melibatkan mereka sebagai agen perubahan, kebijakan akan lebih
mudah diterima oleh masyarakat pesisir. Tokoh-tokoh ini dapat berperan
sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan
pesan kebijakan dengan cara yang lebih bisa diterima. (d) Penyuluhan
berkelanjutan, hal ini sejalan dengan teknik-teknik ramah lingkungan dan
praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir harus
dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali atau dua kali. Edukasi
ini perlu diperkuat dengan contoh-contoh nyata dan praktik langsung di
lapangan, sehingga masyarakat bisa melihat manfaat dari penerapan
kebijakan tersebut dalam jangka panjang (Maunah, 2016).

Efektivitas Komunikasi Kebijakan dalam Konteks Masyarakat Pesisir
Lombok Barat

Efektivitas komunikasi kebijakan merupakan kunci penting dalam
upaya pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat
pesisir Lombok Barat. Sebagai wilayah yang bergantung pada sumber daya
alam laut, masyarakat pesisir menghadapi tantangan besar dalam menjaga
kelestarian lingkungan sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi mereka
(Muhawarman et al.,, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan
pemerintah dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya pesisir
sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan
kepada masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang dapat
digunakan wuntuk mengukur efektivitas komunikasi kebijakan, yaitu
kejelasan pesan, keterlibatan masyarakat, kesesuaian dengan norma lokal,
dan dampaknya terhadap perubahan perilaku (Kabu & Priadi, 2020).

Efektivitas komunikasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana
pesan kebijakan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh
masyarakat pesisir. Di Lombok Barat, pemerintah daerah sering kali
menggunakan metode sosialisasi formal melalui pertemuan desa,
penyuluhan lapangan, dan media lokal seperti radio atau poster. Kejelasan
pesan kebijakan ini menjadi penting karena masyarakat pesisir, terutama
yang berpendidikan rendah, mungkin tidak memiliki akses atau
pemahaman yang baik terhadap bahasa teknis yang digunakan dalam
kebijakan pemerintah (Hendra & Rudianto, 2018).

Meski pemerintah telah berupaya menyampaikan kebijakan, sering
kali terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat. Misalnya,
kebijakan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak
lingkungan mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh nelayan yang
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sudah terbiasa menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan efektivitas komunikasi, pesan kebijakan harus disesuaikan
dengan tingkat pemahaman masyarakat, misalnya melalui penggunaan
bahasa lokal yang lebih sederhana dan visual yang dapat menjelaskan
konsep-konsep teknis secara lebih gamblang (Kurniawan, 2017).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi
kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas komunikasi
kebijakan. Di Lombok Barat, masyarakat pesisir memiliki tradisi dan norma
yang kuat, sehingga pelibatan mereka dalam proses komunikasi kebijakan
dapat meningkatkan penerimaan dan komitmen terhadap perubahan
perilaku. Komunikasi yang melibatkan masyarakat secara partisipatif lebih
efektif dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran bersama. Dalam
beberapa kasus, pemerintah daerah telah berusaha melibatkan tokoh
masyarakat, seperti pemimpin adat, tokoh agama, dan pemimpin nelayan,
sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Pelibatan ini
terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi karena tokoh-tokoh tersebut
memiliki otoritas sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap
masyarakat. Namun, ketika keterlibatan ini tidak dilakukan secara
konsisten atau pemerintah kurang mendengarkan aspirasi masyarakat,
kebijakan yang disampaikan sering kali tidak diterima dengan baik,
sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan
tersebut (Abduh & Cangara, 2022).

Efektivitas komunikasi kebijakan juga bergantung pada bagaimana
kebijakan tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal dan norma budaya
masyarakat pesisir Lombok Barat. Masyarakat pesisir memiliki tradisi kuat
terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, yang sering kali berlawanan
dengan kebijakan modern tentang perlindungan lingkungan. Misalnya,
praktik menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan
sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun (Asriadi,
2020).

Agar komunikasi kebijakan efektif, pemerintah perlu
mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyampaian pesan. Salah satu
contohnya adalah melalui penekanan pada nilai-nilai adat yang mendukung
pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat menggandeng tokoh adat untuk
menyampaikan pesan kebijakan dengan pendekatan yang lebih menghargai
norma-norma lokal, sehingga masyarakat pesisir dapat melihat kebijakan
sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi mereka, bukan ancaman
terhadap cara hidup mereka. Ketika kebijakan berhasil diintegrasikan
dengan kearifan lokal, masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan
perilaku yang diinginkan oleh pemerintah (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Indikator utama efektivitas komunikasi kebijakan adalah sejauh
mana kebijakan tersebut berhasil mendorong perubahan perilaku yang
sesuai dengan tujuan kebijakan. Di Lombok Barat, salah satu fokus utama
kebijakan pemerintah adalah mengurangi praktik-praktik yang merusak
lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ikan yang destruktif atau
eksploitasi sumber daya pesisir secara berlebihan. Komunikasi kebijakan
yang efektif harus mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat
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pesisir sehingga mereka mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan
(Nasukah & Sulistyorini, & Winarti, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, perubahan perilaku
masyarakat pesisir Lombok Barat terhadap kebijakan lingkungan
bervariasi. Beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan edukasi
intensif melalui penyuluhan dan pelatihan telah mulai mengubah cara
mereka menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih
ramah lingkungan. Namun, perubahan perilaku ini cenderung terbatas
pada komunitas yang memiliki akses langsung ke program-program
pemerintah atau yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang mendukung
kebijakan.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat pesisir masih enggan
mengubah praktik tradisional mereka karena merasa kebijakan tersebut
membatasi kebebasan mereka dalam memanfaatkan sumber daya laut.
Ketidakefektifan komunikasi dalam beberapa kasus dapat disebabkan oleh
ketidakmampuan pemerintah untuk menyampaikan manfaat jangka
panjang dari kebijakan tersebut, serta kurangnya alternatif yang dapat
menggantikan praktik tradisional yang lebih merusak.

Respon Masyarakat Pesisir Lombok Barat Terhadap Kebijakan yang
Diterapkan

Respon masyarakat pesisir Lombok Barat terhadap kebijakan yang
diterapkan pemerintah merupakan indikator penting dalam menilai
efektivitas komunikasi kebijakan dan dampaknya terhadap perilaku
masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya
kuat, respon ini dapat bervariasi, mencerminkan tingkat pemahaman,
penerimaan, serta pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan
sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam
membahas respon masyarakat pesisir terhadap kebijakan yang diterapkan
(Limantara & Krisnawati & Winardi, 2017).

Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan sangat
menentukan sikap dan respon mereka. Di Lombok Barat, kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir sering kali melibatkan
aspek teknis dan ilmiah yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian besar
masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah. Masyarakat yang tidak
memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut cenderung
memberikan respon negatif atau skeptis (Harefa & Idham, & Erniyanti,
2023).

Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah sering kali
tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam
beberapa kasus, masyarakat yang tidak terlibat dalam proses sosialisasi
merasa terasing dari kebijakan yang diterapkan. Misalnya, nelayan yang
tidak mendapatkan informasi tentang larangan penggunaan alat tangkap
tertentu mungkin merasa terancam dan cenderung menolak kebijakan
tersebut, karena mereka tidak menyadari bahwa kebijakan tersebut
bertujuan untuk melindungi ekosistem laut yang mereka andalkan
(Nurhaeni & Habsari, 2011).
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Kebijakan yang diterapkan pemerintah sering kali memiliki dampak
langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Respon
masyarakat terhadap kebijakan ini dapat bervariasi tergantung pada
bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi mata pencaharian mereka.
Misalnya, kebijakan yang membatasi alat tangkap tertentu untuk menjaga
kelestarian sumber daya ikan dapat memicu protes dari nelayan yang
bergantung pada metode penangkapan tersebut. Namun, pemerintah dapat
menunjukkan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut—seperti
peningkatan hasil tangkapan ikan dalam jangka waktu yang lebih lama—
masyarakat mungkin akan lebih bersedia menerima dan beradaptasi
dengan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, keberhasilan komunikasi yang
efektif sangat penting untuk menjelaskan dampak positif yang diharapkan
dari kebijakan, serta menyediakan alternatif yang dapat membantu
masyarakat beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan (Taali & Darmawan,
& Maduwinarti, 2024).

Respon masyarakat terhadap kebijakan juga terlihat dari sejauh
mana mereka beradaptasi dengan perubahan yang diharapkan. Di Lombok
Barat, meskipun ada resistensi awal terhadap kebijakan yang diterapkan,
beberapa komunitas telah mulai menunjukkan perubahan perilaku dalam
mengelola sumber daya pesisir. Misalnya, kelompok nelayan yang
sebelumnya menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan mulai
beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan setelah mendapatkan
edukasi dan penyuluhan yang memadai.

Adaptasi ini dapat dilihat sebagai respon positif terhadap kebijakan,
meskipun proses perubahan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa
masyarakat mungkin tetap mempertahankan praktik lama mereka karena
merasa lebih nyaman dengan cara-cara yang sudah dikenal. Oleh karena
itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan dan
informasi yang diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik
terhadap kebijakan yang diterapkan (Haryati & Ferriswara, 2020).

Tokoh masyarakat, seperti pemimpin adat dan tokoh agama, memiliki
pengaruh besar dalam membentuk respon masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah. Ketika tokoh-tokoh ini mendukung kebijakan yang diterapkan,
masyarakat cenderung lebih terbuka dan mau berpartisipasi. Sebaliknya,
jika tokoh masyarakat tidak mendukung kebijakan tersebut atau
menganggapnya merugikan, respon masyarakat bisa menjadi negatif.

Di Lombok Barat, beberapa kebijakan berhasil diterima dengan baik
berkat dukungan dari tokoh masyarakat yang dianggap memiliki legitimasi.
Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat,
menjelaskan kebijakan, dan membantu masyarakat memahami pentingnya
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ketika tokoh masyarakat
terlibat dalam sosialisasi kebijakan, mereka dapat memberikan contoh
nyata dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan
yang diharapkan.

Meskipun ada respon positif dari sebagian masyarakat, masih
terdapat resistensi dan tantangan yang harus dihadapi. Banyak nelayan
yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan justru mengancam mata
pencaharian mereka. Terutama ketika kebijakan dianggap tidak
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mempertimbangkan kondisi lokal atau kurang memberikan solusi alternatif.
Ketidakpahaman tentang tujuan kebijakan juga dapat menyebabkan
penolakan. Selain itu, ketika kebijakan diterapkan tanpa melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat
menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan. Banyak masyarakat
pesisir yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak
mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum
menerapkan kebijakan baru.

Kesimpulan

Komunikasi kebijakan yang efektif memiliki peranan krusial dalam
mendorong perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat.
Keberhasilan komunikasi kebijakan sangat bergantung pada beberapa
faktor, termasuk kejelasan penyampaian pesan, keterlibatan masyarakat,
dan keselarasan kebijakan dengan norma serta kearifan lokal. Kejelasan
pesan yang disampaikan pemerintah sangat penting untuk memastikan
bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang
diterapkan. Kurangnya pemahaman sering kali mengakibatkan resistensi
terhadap kebijakan, yang dapat menghambat perubahan perilaku yang
diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan bahasa yang
sederhana dan metode komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal agar
informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan
masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan terbukti
meningkatkan penerimaan dan komitmen mereka. Ketika masyarakat
merasa dilibatkan, mereka cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap
kebijakan tersebut dan lebih bersedia untuk beradaptasi. Oleh karena itu,
kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal menjadi sangat
penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi kebijakan. Respon
masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa ada
kecenderungan perubahan perilaku positif, terutama di kalangan kelompok
yang mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai. Namun,
resistensi masih ada, terutama dari masyarakat yang merasa bahwa
kebijakan mengancam mata pencaharian mereka. Ini menekankan perlunya
pemerintah untuk menyediakan solusi alternatif dan dukungan yang cukup
agar masyarakat dapat bertransisi ke praktik yang lebih berkelanjutan
tanpa kehilangan sumber pendapatan mereka. Dalam mencapai tujuan
pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, komunikasi kebijakan
harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, pemahaman, dan
kearifan lokal masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya menjalin dialog
dengan masyarakat pesisir, mengedukasi mereka tentang manfaat
kebijakan, serta memberikan dukungan praktis yang diperlukan. Dengan
pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, diharapkan perubahan
perilaku yang diinginkan dapat tercapai, dan keberlanjutan sumber daya
pesisir di Lombok Barat dapat terjaga.
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